SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang

bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 23/PK.01-
BA/6205/2025, tanggal 7 Maret 2025 tentang
Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara
Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024,
memutuskan KPU Kabupaten Barito Utara untuk
mengambilalih Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dan
PPS Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara
Tahun 2024;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan



Mengingat

Wakil Walikota, yang mengatur apabila terjadi hal-hal yang
mengakibatkan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu tidak
dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilu pada tingkatan atasnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum tentang Pengambilalihan Tugas,
Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan
dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemungutan Suara
Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito
Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barito Utara Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas



Menetapkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PHPU.BUP-
XXIII/2025, yang diucapkan dalam Siang Pleno Terbuka

untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS,
WEWENANG DAN KEWAJIBAN  PANITIA  PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024.



KESATU :  Mengambil alih Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barito Utara Tahun 2024, sampai dengan berakhirnya
tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun
2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara
Tahun 2024.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,
Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
ﬁmm RITO UTARA

v Teknis Penyelenggaraan Pemilu




